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Abstroct

E-government mplementation for public services n Semarang Gty Government 15
expected to produce public senices faster, better, and more coffident, and can improve the
impdementation of the principles of geod povernance This reseorch aims to analyze the
implementation of e-government for Semarang City publc services, based on the evaluation of
Indonesio e-government ranking, analysis of public sotisfection index of public services based
on epovernment, and evaluation of the implementotion of egovernment. The [rogress
parameters of e-government in Semarong Ciy Government i@ has been widely wsed
appheation software on the web site semorangkotages, ond nformation systems that
supspart the execution of tosks ond services to public office. The weakness = the management
of infermation systems in most units focused work in accerdance with ther respective duties.
To improve the management of e-governemnt to be given recommendotions in the
informotion system integration of e-government manegement in order to improve the
performance af puble services in Semarang City Government,

Key words : e-government, public services, informotion system integrotion,
Semarang City

Abstrak

Implementas spovermment  whtbk  pelayanan  publk  pada  pemerintoban  Kotg
Semarang diharapkan dapat menghasifkan pelgponan publik yang febih cepat, lebib baik, don
kebif efisien, serto dapet meningkatkan diterophannyg prinsip-prinsip tota kepemerintahon
yang baik {pood governancel. Penelition ini berujuon untuk menganalisis implementasi e-
government  untuk  pelayanan peblik Kota  Semarang,  didasorken  poda  esaluas
pemeringkaton  e-government  Indonesio, anafisis indeks kepuesen masyerakat terhadap
pefayenen publk berbasis e-povernment, dan evolses) implermentos egovervment. Parameter
kemagjuan e-povemment o Pemerintohon Kota Semarang adaloh telah banpak mengpunakan
perangkal Wnok oblikasi poda stus web semoronghetagos don sitemn informas yang
menunjang  peloksanoon fegos  kontor moupun pefoyonon kepeda masparokol
Kelemohannye adalofh edanya pengefoloan sistem informasi pada sebagion wnit kerjo yang
fokus pada bidang egasmpo masng-masing. Untuk menmngkatkan pengefolaan egoverpemni
diberikon rekomendosi untuk dilskukon mtegrasi sistem informasi wntwk pengelofoan e
government dolem rengka  perdnpkaten  kinerje  pelayensan publk df Pemenntaoh Kot
Semarang.

Kata kunci: e=government, pelayanan publik, integrosi sistem informasi, Koto

Semarang.

Pendahuluan menghasilkan  pelayanan  publik  yang
Implementasi e-govemment untuk lebih cepat, iebih baik, dan lebih efisien,
pelayaran  publik pada  pemerintaban serta dapat meningkackan diterapkannya

Kota Semarang diharapkan  dapac prinsip-prinsip  w@ma  kepemerintzhan
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yang baile (good povernance). Pemerineah
Kota Semarang telah membangun situs
semarangkota.goid  sebagai  sarana
untuke  memberikan  pelayanan  publik
secara  penuh  dan  terbuka kepada
masyarkat, sehingga dapat
mempercepat rercapainya wisi
pemerintahan unouk dapat mewwjudian
pelayanan  prima  kepada  seluruhb
masyarakat.  5itus  semaranghkoragoid
juga merupakan bagiaf bpaya menuju
terwujudnya slogan Ko Semarang
sebagal “be smart oty (Bosed on E-
Government, Semardng More Accountable,
Reahstle  and  the  Transparent  City),
Pelayanan publik di pemerintalan Kota
Samarang diatur dalam  Peraturan
Daerah  Kota Semarang MNomeor 6
Tahun 2010 LEncang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daersh
(RPJPD) Koma Semarang Tahun 3005-
2025 Peratwran  Daerah  tersebuc
menyebutkan pentingrma pengembangan
sistern dan  akses pelayanan publik
mehlul peningkatan kompetensi sesual
dengan kewenangan pada  bidang
pelayaran dasar dan penunjang berbasis
teknologi informatika guna mewujudian
pelayaman prima.

Pemerintah Kota Semarang telah
mendirikan Pusat Penanganan
Pengaduan Pelayaran Publik (P3) untuk

meningkatkan pelayanan prima
berdasarkan Peraturan Walikota
Semarang Momor 11 Tahun 2005

mngral 5 Agustus 2005 (Lomao, 2008).
Dengan adanya pusat pelayanan ini
diharapkan  penanganan  pengaduan
masyarakat mengenal pelayanan publik
dapat  terselesaikan  dengan  baile
Pengaduan  pelayaman  publik  Inl
mencakup semua pelayanan publik pada
Pemerimtahan Kota Semarang, antar
kin meliput pelayanan administrasif
perijinan (seperd  KTP dan IMB),
pelayaman barang [(seperd alr bersih dari
PDAM), dan pelayanan jasa (seperti
kesehatan dan pendidilan).

K.emajuan teknologi dan informasi
dalam epovernment telah mempengaruhi
pola manajemen dalam penyelanggaraan

EL

pemerincahan koea. Penggunazn
teknelogi informasl dalam epovernment
dapat  meningkatkan  diterapkannya
prinsip-pringip  tata  kepermnerintahan
yang baik (good govermonce) dan dapat
memberikan pelyanan publik yang lebih
cepat dan efisien. Dalam implementasi
e-govermment  untuk  pelayanan publik,
kendala yang sering dibadapd tidak hanya
pada ketersedizan welnologi dan dana
penunjang operasicnal, tempi  juga
menyanghut berbagai persoalan
manajerial yang komplek (Dwiyanto,
2006), Salah satu fakeor penting dalam
keberbasilan implementasi egovernment
untule pelayanan pubdik adalah adanya
komitmen  pimpinan pemerintahan
daerah, dan kompetensi sumberdaya
manusia (Faizah, dide, 2009). Masyarakat
dalam hal inl sebagal pelanggan dari
pelayanan publik, memiliki harapan agar
kinerja penyelenggara pelayanan publik
sermakin  profesional, dan  mampu
memuaskan masyarakat

Penelitin  inl  bertujuan  untuk
melakukan analisis tarhadap
implementasi EEOverhment Kot
Semarang dalam laitannya peningkatan
kinerja pelayanan publilk. Hasil penelitian
inl  memberian  informas tentang
kondizi fakrual berupa keunggulan dan
kelemahan  dalam  implementasi e
povernment Kota Semarang, sehingga
dapat  memberikan  langkah-langkah
dalam  upaya meningkadkan kinerja
pelayanan publil. Berdasarkan faktor
dari aspek kelemahan diberikan saran
sebagai bahan  masukan  untuk
pengembangan  dan  implementasl e
povernment. dalam  rangha  unouk
meningkatkan kinerja pelayanan publik

yang prima.

Metodologi penelitian

Penelitian  ini  menggunakan
metodoelog dengan pendekatan
identifikasi, penilzian dan  analisis

implementasi egovemment dalam rangka
peningkatan kinerja palayanan publik
berbasis  epovermment di Kota

Semarang. Pendekatan analisis tersebut
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didasarkan pada Inswruksi  Presiden
Momor 3  Tshun 2003 tentang

Kebipkan  dan  Stracegi Masional
Pengambangan  E-Government  dan
Peracuran  Menterl  Pendayagunaan

Aparatur  Megara  dan  Reformasi
Birokrasi Mo, 38 Tahun 2012 tentang
Pedoman  Penikian Kinerfa Unic
Pelayanan Publil. Analisis implementasi
egovernment dalam peningkatan kinerja
pelayanan publik di Koma Semarang
dalam  penelitian  inl menggurmkan 3
(tiga) aspek pendekatan, yaitu :

I.  Ewalsasi pemeringhatan &
government  Indonesia Kot
Semarang,

1. Apalisis Ircheles kepuasan
masyarakar terhadap  pelayanan
publik berbasis  e-government
Pemerintahan Kota Semarang.

3. Evaluasl implementasi e-govermnment
Pemerintahan Kot Semarang.

Kerangka analisis dalam penelitian
inl diberikan pada Gambar |,

Evaluasi pemeringkatan e
government  Indonesia (PeGl) di Kot
Semarang menggunakan 5  (lima)
dirmensi, yaitu kebijakan, kelembagaan,
infrastrukeur, aplifasi, dan
perencanaan (Direktorat E-government
Drireltorat Jenderal Aplikasi
Informatika, Kementerian Komunikasi
dan  Informatika RI, 20013). Setiap
dimensi dalam Pe(l dijabarkan kedalam
beberapa krieeria atau aeribat
(Ficriansyah, dkik., 2013). Penilaian
kualitas. pelvanan publik berbasls o
government  menggunakan dimensi dan
atribut dalam PeGl di Kota Semarang
disesunikan dengan Peraturan Menteri
Pemdayagunaan Aparatur Megara dan
Reformasi Birokrasi Momor 38 Tahun
2012 rencang Pedoman Penilaian Kinerja
Unit Pelayanan Publilk., Sesual dengan
Peracuran Menceri PAM dan Reformasi
Birokrasi tersebut, perlu  dianalisis
indels kepuasan masyarakat cerhadap
pelayaran publik berbasis e-povernment
menggunakan Keputusan  Menter
Pendayagunaan Aparatur Megara
MNomor Kep/25/M.Pan/272004  entang
Padoman Umum  Penyusunan Indeks

Kepuasan Masyarakar Uinic Pelayanan
Instansi Pemerincah.  Analisis  Indeks
Kepuasan Magyarakar  (IKM)  pada
pelayanan publik berbasis e-government
menggunakan prinsip peliyaran dengan
I4 unsur minimal yang sebagai dasar
penguliuran KM,

Tratruks Presiden Hamer 1
Tabur 1001
. 4 ;
Peruturan Mester Perdapipurain
Agaryter Megin gae Retarmvanl
[Bredrani Nemer 8 Tatun 2012

|
L]

Peéayaran Pt Berbuis
e-Gowerarient & Kota Seraring
! ! '.
Erabadé | | Arakis indela Kepeaian Evahin
mmm‘ Masparakat tnrbagap | | Imphirmentas
eiewement | | PeliponanPuoblic berbasi | | e-Government
inderisa | rlEeramen
l |
1 1
Pesgemibangin din impkmincal &Govermmint
ik Paringeatan Kirerja Palayasas publih 41 Kata Semaring
Gambar |

Kerangka Analisis Implementasi E-
Gavernment untuk Pelayanan Publik

Sedanghan untuk evaluasi
implementasi  sgovernment  untuk
pelayanan publik menggunakan
pedoman  penilaian  sifat  eransaksi
informasi dan pelayanan publik yang
disediakan  oleh Pemerintah  Kota
Semarang menggunakan 4 [empat)
pngkatan, yaltu tingkatan  pers@pan,
pematangan, peEmantapan dan
pemanfaatan sesuai dengan Instruksi
Presien MNomoer 3 Tabun 2003, yang
bertujuan unouk mengecahui
pemeringhkatan dalam aspek
pengembangan dan  implementasi e
government (Sosawan, 2008), Sehnjutnya
dalam aspek implementasi e-povernment
dievaluasi juga terhadap aspek pelayanan
publik  yang bersifat  Goveriment 1o
Covermment  [(G23G), Covernment o
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Business (G2B), atau GCovernment to
Consumers (G2C).

Penelican ini dilakukan pada
Pemerimtah Kota Semarang, Data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
data pengamatan langsung, hasil survey
dan  wawancara  berkaitan  sistern,
aplikasi dan data cransaksional dari situs
epovermment semarangkomgoid. Data
hasil  survey  menggunakan  data
sekunder  yang  berasal dari  Bagian
Pengolahan Drarta Elektronike (POE) dan
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (
BPPT) Kota Semarang. Data kondisi
aplikasl pada pengelolaan e-povernment
Kota Semarang berasal dari Bagian PDE
pada bulan Chrober 2014, Data terkaic
dengan  kondisi Bkoual  e-gpovernment
Kota Semarang menggunakan
pengamatan  langsung  pada  situs
semarangkota.godd pada  bulan 39
Oktober 2014, Untuk dam kepuasan
masyarakat terhadap kinerja pelayanan
publik. di Kota Semarang menggunakan
data reponden darl para pelanggan yang
telah melakukan transaksi perijinan pada
BPPT secara anline pada kondisi sampal
dengan Okrober 2014

Pelayanan Publilk Berbasis E-
Government

Penggunaan  egovernment  untuk
pelayaran  publik  bermsjuan  untuk
memberikan  pelhyaman  publik  secara
penuh kepada masyarakat dalam bentuk
penyampaian informasi meliputi
penyampaian informasi, program kerja,
wisi misi, pelayanan publik,  hingge
hubungan ke setap Satan Kerja
Pemerintah Kerja (SKPD), termasuk ke
pihak  eksternal.  Peran  strategs
pENfFuUnaan e-govenment juga untuk
menemukenall bidang-bidang unggulan
yang dimiliki dan mempunyai potensi
untuk dikembangkan dengan
memanfaatkan sistem jaringan melalul
internecfintranec.

Pelayanan publik yarg berkualitas
merupakan amanat dari LU Rl Momor
25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

yang MENEATLT prinsip-prinsip
38

pemerincahan yamg baik agar fungsi-
fungsi pemerintaban dalam
melaksanakan pelayanan publik dapat
berjalan  efekefl, Penjabaran  penilaian
kinerja pelayanan publik diatur dalam
Feraturan Menteri PAMN dan Reformas
Birokrasi MNomer 8 Tahun 2012 tentang
Pedoman  Penilaian  Kinerfa  Lhnit
Pelayanan Publik, Sesuai depgan LI
Pelayanan Publi, pelayanan  publik
dinyatakan  sebagal  hegiatan  atau
rangkaian  kegiaran  dalam  ranglka
pemenuban kebutuban pelayanan sesual
dengan peraturan perundang-undangan
bagi setiap warga negara dan pendudul
atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan
administrasi  yang disedizkan  oleh
penyelenggara pelayanan publik,
Pelayanan publik dari penyelenggara
pemerintah  menggunakan  standar
pelayanan yang merupakan tolok ukur
yang dipergunakan szebagai pedoman
penyelenggaraan pelayanan, serta acuan
penilaian  kualitas pelayanan  sebagai
kewajiban dan janjl pemerintah kepada
masyarakat dalam rangka pelayanan
yang  berkualitas, cepat.  mudah,
rerjangkau, dan terukur,

Pelayanan public  berbasiz e
government  dapat  mempermudah
masyarakat untuk mengakses berbagai
layanan tanpa harus datang langsung ke
kantor pemerintahan (junaidi, 200 1).
Relengkapan dan keterbukaan Informasi
pada e-government yang dapat diankses
akan mendorong tercipranya  good
governance dalam pemerincahan melalui
peningkatan Transparansi dan
akuntabilitas  pada  lembagadembaga
layanan publil.  E-povernment  juga
dibarapkan dapat meningkatkan
produktivitas dan  efisiensi  birokrasi,
sehingea dapat meningkatkan kreatifitas
dan  inowasi, baik dari  pihak
penyelenggara pelayanan publik ataupun
bagi masyarakat.  Penerapan e
povernment  untuk  pelayanan publik
dapat meningkatkan  kemudahan  dan
efisiensi. Misalnya pada layanan sistem
Layanan Pengadaan Barangfasa Secara
Elektronik  {LPSE} telah  rcerbukei
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menghasilkan efisiensi yang sangat tinggi.

Penerapan satu jenis layanan berbasis e-

government pada  pemeringalan  juga

telah dapar memberikan manfaatnya
dari sepi efisiensi dan produkrificas,

Berdasarkan Inpres Momor 3
Tahun 2009 tentang Kebijakan dan
Scrategi  Masional Pengembangan E-
Government, pemerintzh harus mampu
memenubl  dua  modalitas  twntutan
masyarakat  yang berbeda  namun
berkaitan erat, yaitu ;

l. Masyarakar —menuntut  pelayanan
publik yang memenuhi kepentingan
masyarakac luas di seluruh wilayah
Indenesia, dapat diandalkan  dan
terpercaya, serta mudah dipngkau
secara incerakrif;

2. Masyarakat  menginginkan  agar
aspirasi mereka didengar, sehingga
pemerintah  harus  memfasiltasi
parrisipasi dan dialog publik di dalam
perumusan kebijakan negara,

Untuk  mengembanglan  sistem
manajemen  dengan  memanfaatkan
kemajuan  teknologl  informasi dan
komunilasi, maka pemeringh
kota/daerah secara otonom harus dapat
melaksanakan  proses  cransformasi
menuju egovernment.  Sesual  definisi
dari  Bank  Dunia,  e-government
merupakan  penggumaan teknologi
informasi  oleh  pemerintah,  yang
memungkinkan  pemerinmh  untuk
mentrnsformasikan hubungan dengan
masyarakat, dunia bisnis dan pihak yang
berkepentingan,

Sesuai dengan Inpres Momor 3
Tahun 2009,  pengembangan &
government  diarahkan vtk mencapal
empat tujuan, yaitu ;

I. Pembentukan jaringan informasi dan
transaksi pelayanan publik  yang
memilild kualitas. dan lingkup yang
dapat memuaskan masyarakat luas
serta dapat terjangkau di selurub
wilayah Indonesia pada sethp saar
tanpa dibaasi oleh selat wakeu dan
biaya yang tErjangkau oleh
masyarakac

1. Pembertukan  hubungan  interakef
dengan dunia usaha untuk

meningkatkan perkembangan
perekonomizn nasicmal dan
memperkuat kemampuan
menghadapi perubahan dan
persaingan perdagangan
incernasional.

3. Pembentukan mekanisme dan sluran
lkomunikasi dengan lembaga-lembaga
negara serm penyediaan  fasilicas
dialog publik bagi masyarakat agar
dapat berpartisipasi dalam
perumusan kebijakan negara,

4, Pembentukan sistem manajemen dan
proses kerfa yang transparan dan
efisien serca memperfancar transaksi
dan  layanan antar  lermbaga
pemerintah dan pemerintabh daerah
CLOMNaMm.

Evaluasi Pemeringkatan E-
Government Indonesia
Evaluasi untuk pemeringkatan e

Eovernmend Indonesia (Pedl)
menggunakan lima  dimensl yang
dikaji, yairu kebijakan, kelembagaan,
Infrastrudcur, aplikasi, dan

pErencanaan, Hasing -masing  dimensi
memiliki  bobot  yamg  sama  dalam
penilaian karena semuanya dianggap
penting,  saling  terkait, dan  saling
menunjang antara sty dengan  yang
lainnya  (Direktorac  E-Goveriment

Direkeorat Jenderal Aplikasi

Informatika, Kementerian Komunikasi

dan Informatika RE 2002) Setiap

dimensi dalam PeGl  dijabarkan
kedalam  beberapa  kriteria  atau
acribut.

I. Kebijakan, Dimensl  kebijakan
berhubungan dengan produk hukum
dan dokumen resmi sebagai
pedorman  dan araban  untuk
mendorong pemanfaaan Teknolog
Infarmasi dan Komunikas| (TIK).

1 Kelembagaan. Diim ansi
kelembagaan  berbubungan  dengan
keberadaan organisasi yang
berwenang dan bertanggung jawab

atas pengembangan dan pemanfaatan
TIK,

3. Infraserukeur, Dimenst  infrastrukeur
berhubungan dengan  sarama dan

%




Analisis Implementasi E-Govermment

untulk Pelayanan Publik di Kota Semarang

(Mustafid, Aris Sugiharto)

pmarana. :ﬁl‘lg I'T!EI'IEH.Ik.IJI'IE
pengembangan dan pemanfaatan TIK.
4. Aplikasi. Dimensi aplikasi

berhubungan demgan  ketersediaan
dan dimarfaatkannya piranti  |unak
aplilasi yang mendukung fungsi
dasar umum  sistem  pemerintahan
dalam pelayanan pubdil.

5. Perencanaan. Dimensi perencanaan
berhubungan dengan proses
perencanaan TIK dan master blan
pengembangan TIK.

Dialam mlakukan evaluasi
terhadap aeribue pada PeGl di Kota
Serarang  untuk  keperluan  penilaian
kualitas palayanan public berbasis e
government disesuaikan dengan
Peraturan Menteri PAM dan Reformasi
Birokrasi MNomor 38 @mhun 2012
tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit
Pelayanan Publik, dan disesuaikan
dengan kebutuban kegiatan e-government
dan TIK di Kota Semarang.

Hasil evaluasi berdasarkan data
dari isian kuisioner pemeringkatan Pedl
Kota Semarang tahun 2012, keberadaan
e-goverment  Kom Semarang untuk
kelima  dimensi  masih lemah.
Sebenarnya  banyak kriveria  dalam
setiap dimensi unk PeGl Kota
Semarang memiliki  kelebihan, 3alah
st fakeor yanmg sangat dominan
menyebabkan penilaian  berdasarkan
PelGl memberikan nilai  kacagori
kurang disebabkan karena masih
kurangnya peraturan yang memayungi
kebijakan pengelolaan e-government.

Berdasarkan data  dari isian
kuisioner pemeringkatan e-govermment
Indonesa (PeGl) Kota Semarang tahun
014 dan dari hasil pematzan
penggunaan sicus pada sernua Satuan
Kerja Pemerintah Daerah (SK.PDY, serta
evaluasi terhadap acribut dan indikator
pada setiap dimensl, diperoleh beberapa
fakeor umama yang menjadi kelemahan
dalam pengembangan dan implementasi
e-govermment  Kota  Semarang  untuk
peningkatan  kinerja pelyanan  publik,
Berdasarkan fakeor wtama yang menjadi

40

kendala kelemahan, dapat dijadikan
sebagal Balktor utama untuk peninglatan
E-JOVEIT/MENt  SECAFA  UMWMm SESUE
dengan Baktor kelemahan seperd di atas,
Keberhasilan dalam implemenmasi e
government  dl Pemerineah Kot
semarang tidak hanya tergantung pada
infrastrukeur  komunikasi  data  dan
Informasi, melainkan  juga  pada
infrastrukcur sistem aplikasi, standarisasi
meta data, pengembangan sumber daya
manusia, pengembangan  prosedur,
kebijalkan dan peraturan,
Berikut diberikan beberapa faktor
utama pada setiap dimens yang menjadi
kelemahan  dalam  implementasi e
government  untuk  pelayanan  publik,
Faktor umama  tersebuc  menjadi
perhatian dalam  melakukan perbaikan
atau  penyempurnaan  implementas e
government  yang  bertujuan untuk
peningkatan kinerja pelayanan publil.
I. Kebijakan
a Koordinasi kegiatan dan anggaran.
Koordinas  kegiatan dan  anggaran
untuk pengembangan dan
pemanfatan TIK  untuk  setiap
SKPDY sangat berperan  untuk
melakukan perencanaan dan evaluasi
atas efektificas dan efisiensi angraran
TIK sebagaimana tujuan
diselenggarakannya e-government

b. Stonderd Operating Procedure (S0P)
pengadaan, perEncanaan,
pemanfiatan  dan  pengendalian.
Penggunaan S0P pengadaan,
perancanaan, pemanfaatan  dan
pengendalian terkai dengan
pengembangan dan  pengelolaan e
gpovernment  Kowa  Semarang  akan
mendorong  keberhasilan  dalam
penyalenggaraan  pengadaan  dan
pemanfaatan TIK agar setiap SKPD
dapat menyesuaikan dengan scandar
anggaran dan operasional yang telah
ditentukan

2. Kelembagaan

& Organisasi fungsional. Organisasi ini
hendaknya dipimpin langsung  oleh
kepala daerah dengan fungsi yang
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menentukan kebijakan danm anggaran
pengembangan dan pemanfaatan TIE.
Belum adanya organisasl fungsional

seperti Dewan  TIK.  daerah
sebagaimana pengarahan dari
Kementrian K.omunikasi dan

Informasi pada Peraturan Menter
Kominfe Momor 41 Tahun 2007
(rencang Panduan Umum Tam Kelola
Teknologi Informasi dan Komunikasi
Masionaly beresiko banyak wsulan
kebijakan dari pejabat Eselon 3 tidak
biza menjangkau ke seluruh SKPD
yang sebagian besar berada di Eselon
2

.L;mhga. khusus  yang  mermngani

TIK, Kota Semaramg seharusnya
memilild sebuah lembaga khusus yang
menangand TIK untuk pengelolaan e
povermment.  Sehingga  kewenangan
pengelalaan TIK  menjadi  jelas,
apakah pada Bagian Kominfo, Bagian
PDE amupun  Bagian  Humas,
Keberadaan  lembaga  inl  akan
memberikan kontraol atas
pengembangan dan pemanfaatan TIK,
serta  kontrol anggaran  secara
terintegrasl agar dapat diliksamakan
dengan baik, dan Mampu
menyediakan  egovernment  yang
efekel  dan  efisien  dilingkungan
Pemerintah Kot Semarang,
Optimalisasi  pengembangan  dan
pemanfaatan TIK di Kotz Semarang
Sngat penting sebagaimana
diamanatkan dalam pengembangan e-
govermment yang bertujuan agar lebib
efisien dan  efekmifnya  kinerja
permnerintaban  dengan  pemanfaatan
TIK.,

Teraga teknis dalam bidang TIK.
Adanya tenaga teknis  programer,
analis siscem dan  teknisi jaringan
yang cukup disertal dengan pelatihan
berjenjang  dapat  meminimalkan
kurang aptimalnya layanan
infraserukeur TIK di Kota Semarang,

3. Aplikasi

Link e-government ke unit lain sampai
tingkat kcamatan dan  keluraban,
Adanya link e-govemment ke unit lain

Y

L

sampai  tngkat  kecamatan  dan
kelurghan, maka infrascruktur yang
ada dapar dimanfaatkan  secara
optimal  untuk  kebutuhan &
Eovernment,

. Sistemn terintegrasi Implementasi e

govermment Kota Semarang
memerlukan  sistem  terintegrasi,
sehingga data dapat diolah dalam
sistem vang terintegrasl, Sermua daca
pada di setiap SKPD akan dapar di
inventarisic oleh st SKPD, Resiko
yang muncul atas kondisi dara dengan
sistem yang terintegrasi antara lain
dapat menyebablkan kesulitan dalam
pencarian  data,  keslican  dalam
pelaporan  data,  resike  dalam
keamanan da@. serta resiko dalam
integritas data,

. Infraserulctur

Pengaiolaan bondwidth. Pengelolaan
brandwadih dilakukan SECArA
terintegrasl, sehingga hoandwidth yang
rersedia dapar secara optimal yang
dapat digunakan oleh setop SKPD
SEsLai dengan kebutuhan.
Pengelolaan bandwidth secara tidak
terincegrasi  pada SKPD  beresiko
pada penggunaan sumber daya TI dan
kegizatan permanfaatan TIK tidak bis
terkontral dengan baik,

. Peranghkat akses, server dan storage,

Perlu ditangun adanya dato center
yang sesuad dengan standar, sehingga
kebutuhan perangkat akses, server
dan storage dapat dikelola oleh SKPD
tertentu, misalmya pada Kominfo,
PDE maupun Humas, Pengelolan

date  center  secara  mandifd  akan
mereduksi  kerawanan  keamanan
infarmasl.

. Perencanaan

Business  Continuity Plan  pengelolaan
infraserukeur TIK, Bisiness Continuity
Plan  pengelolaan  Infrascrukour TIK
perlu diadakan, sehingga jika terjadi
kegagalan dalam layanan dapat segera
diamasi dengan tindakan yang cepat
akurat dan efekeif wntuk menamin
keberlangsungan siscem.
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b. Koordinasi pengusulan kegiatan TIK
SKPD, Keardinasi pengusulan
kegiatan TIK. SKPD periu dilakukan
agar ddak memulitkan  pengambil
kebijakan untuk melaleulan
optimalisasi anggaran di sektor TIK,

€ Fungsi perencanaan  dan  kontrol,
Lemahnyza fungsi perencanaan dan
kontral dapat beresiko antara lain
implementasi  TIK tdak dapac
terukur  secara  langsung  dabim
menurjang misi pemerinczhan kota,
ketirmpangan dalam implementasi TIK
di unit=unit di lingkungan Pemerintah
Kota Semarang, ketidakseragaman
standar  weknolopgi,  kebdjakan dan
kewajaran harga dalam pelaksanaan
kegiatan TIK di SKPD, redundansi
kegiatan terkait TIK, yang sebenarnya
dapat diintegrasikan, dan  tidak
terintegrasinya kegiatan-kegiaan TI.

d. Fungsi monitoring dan evaluasi TIK.
Kegiatan manitoring dan evaluasi TIK
dalam implementasi e-government
dapat mengatasi adanya  kesulitan
untuk keberlangsungan aplikasi dalam
jangka  panjang,  sehingga  dapat
dikemahui secara jelas kondisi dari
implementasi TIK dalam pengelolaan

E=pOvErmIment

Analisis IKM Terhadap Pelayanan
Publilk Berbasis E-Government
Berbagal jenis pelayanan  publik
Pemerintah Kotz Semarang  telah
dilaksanakan melalui sistem pelayanan
berbasis  e-povernment  menggunalan
fasilicas  TIK. Sistem ini  merupakan
Inovasl untuk memberikan kemudahan
dalam percepatan layanan. 3alah satu
pelayaman publik berbasis e-government
di Koma 3Semarang adalah  layanan
perijiman  dan  investasi  yang  telah
menggunakan aplikasi perijinan  yang
berbasis web. Dengan penggunaan
aplilasi inl, maka dibarapkan mampu
memberilan pelayanan kepada
masyarakat yang lebik baik dan optimal,
sehingga kebutuhan akan informasi yang
berkaitan  dengan  perjinan  dapat
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rersampaikan  kepada  masyarakat
dengan cepat, berar dan mudah,

Dukungan TIK. pada e-government
dapat memberikan akses informasi yang
lebibh  luas kepada masyarakat  dan
masyarakat  dapat menyampaikian
keluhan  secara  onbee,  Otomatisasi
dengan didukung suacu Siscem Informasi
Pelayanan Perijinan secara terpadu dan
onfine  sangat  diperlukan  guma
memberikan  pebyaran  publik yang
berkualias  (prima) sehingga good
governance dapat tercapal.

Indeks Kepuasan  Masyarakat
(KM} merupakan suatu ukuran untuk
mengukur  sejauh mana pemerineah
mampu memberikan  pelayanan  yang
terbaik bagi  masyarakar  dan
sejauhmana pemerintahan  telah
menjalankan  perannya  dengan  baik
sezuai dengan indikakor yang telah
ditecapkan. Dasar penentuan  [KM

menggunakan  Keputusan  Menter
Pendayagunaan  Aparatur  Megara
MNomor Kep25/M PANS 2/ 2004

cencang Indeks Kepuasan Masyarakat.
Sesuai dengan  keputusan  menter
rersebut, |K.M merupakan ukuran yang
berhubungan dengan tinghkat
kepuasan masyvarakar  yang diperoleh

dari hasil pengukuran secara
kuantitatif ~ dan kualiatf  amas
pendapat  masyarakat dalam

memperalel  pelayaman  dari aparatur
penyelenggara pelayanan publik dengan
membandingkan aneara harapan dan
keburuhannya Sesuai dengan
keputusan menceri, pengukuran (KM
menggunakan 14 unsur  penilaian
sebagai  unsur minimal yang harus
dilakoulkan.

Analisis IKM terhadap pelayanan
publik  berbasis  eqgovernment  di
Pemerintah Kota Semarang dalam
penelidan ini menggunakan sampel pada
Badan Pelyanan  Perijlan  Terpadu
{BPFT), melipu :

I. Bidang  Perijinan kKesra  dan
Lingkungan

2. Bidang Perijinan Pembangunan

3. Bidang Perijinan Perekonomian




Riptuk Val, 5, Pby. &, Faliun 201% Hel. 35 -9

Mulai tahun 2014, BPPT Kot
Semarang telah melakukan survey untuk
KM secara on fpe mellul situs web
yang ada di BPPT. Sebagai responden
untule survey secara omline adalah para

pelanggan  yang telah  melakuban
transalks parijian pada BPPT.
Pengumpulan data  responden

dilakukan oleh BPPT Kom Semarang
pada tahun 2013 menggurakan metode
survey  dengan  responden  para
pelanggan wang  telah  melakukan
transaksi. Berdasarkan data tersebut,
hasil KM pada Badan Pelayaran Perijian
Terpadu (BPFT) dapat dilihat pada
Tabel |,

Tabel |
Hagil IKM untuk BPPT
Kota Semarang

SKPDBPPT | Nilai IKM | Mum
Bidang Perijinan 78,94 Bail:
Kesra dan

Evaluasi Implementasi E-
Government Kota Semarang

E-government di Koea Semarang
telah dioperasionalkan dengan situs
wiww.semarangkota, goid menggunalan
sistemn jringan yang interkoneksi angar
SKPD untuk melaksanakan tugas dan
fungsi pelayanan pubtik.
Pengembangan sistem e-government
telah  dilkued dengan pembuatan
Rencana Induk  Pengembangan E
Govermment  Kota  Semarang  dan
pembangunan infrastrukeur yang
interkoneksi antar SKPD dengan sistem
jaringan, serm pengembangan perangkat
keras pendukungnya sepertl komputer,
server, jaringan, hosting, domain dan
lainnya. Pengembangan e-government
juga dilkuti  dengan  pengembangan
perangkat lunak untuk mendulcung para
birokrat dalam  melaksanakan  tugas
sahari-hari.

, Tabel 2
Lngkungan Aplikasi E-Gavernment untul
Bidang Perijinan 77,99 Baile Pelayanan Publik Kot Semarang
Permbangunan Mo | Mama aplilas o Sratus
Bidang Perijinan 79.31 Baik I | SIAK Akl
Perekonomian 2| Aplias Pendubung SIAK A lerif
3| Aplikasi Pelayanan Al
Berdasarkan  Tabel 1, hasil | Pemulinol Seméntars N
analisis KM untuk pelayaran  public 4 | Sismm Informasi Laysman | Abif
yang dilakukan oleh BPFT Ko g :l.lﬂlk P —i
Sermrang  menunjukban  baik  dan - P:Z"::“Ju il '
memuaskan  masyarakat  Selain it s ;
BPFT Kot P Sk & | Sistem Pencamtan A fetif
: Paelsparan Puskesrmas On
menyediakan  komk saran untuk | Line
menampung  ketidakpuasan atas 7 | Sistem Informasi Layanan Aleif
byanan  dari  masyarakat. Dari 14 | Jamleasmaskar
indikator  pelayaman  yang  dicelit B | One Stop Servis Al
terdapat 3 indikator dengan lkategori 9 | Aduan Alaif
sangat baik, yaitu @ 10 | SIMPBB (Sistern Informasi Al
I. Bidarg  Perijinan  Kesra  dan | Pxak Dan Bangunan)
Lingkungan, meliputi  kemampuan I SIHPAD (Sisem Infarmasi Akl
petugas  lyanan,  kenyamanan | | Pajak Daerahl
lingkungan, dan keamaran linglkungan. [ 5|HEPH_1_-E'_{5"’:“"
1. Bidang  Perijinan  Pembangunan, ::'irm,fﬂ i?ldﬂn Ahif
meliputl kemampuan petugas layanan, B S A e
3. Bidang  Perijinan  Perekonomian, )

meliputl kemampuan petugas lyanan,
kenyamanan linghungan, dan
keamanan lingkungan,

Sumber  Bagan POE Kot Semarang Okteher
Ini4

Untuk  mendukung  pelayanan
publil, Pemerinmh Kom Semarang telah
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menyapkan  perangkat  keras  dan
perangkat lunak berupa berbagal macam
aplikasi. Kerersediaan pirant peranghat
lunak  pendukung  spovernment  untuk
pelayanan publik di Kowa Semarang
dapat dilihat pada Tabel 2.

Evaluasi emplementasi &
government  Kom  Semarang  yang
berhubungan dengan pelyanan  pulblil
jugr menggunakan evaluasi implementasi
egovernment  didasarkan pada  analisis
sifat cransaksi dan  pelayanan  publik
berbasis  e-povernment  melalul  domain
semarangkota, go.id, Evaluasi
implementasi  epovernment  tersebut
bertujuan untuk  mengetahul  dngkatan
pada aspek pengembangan e-government
mielalul tngkatan persiapan, pematangan,
pemantapan dan pemanfascan  sesuai
dengan Inpres Momaer 3 Tabun 2003,

Implementasi e-government  uncuk
pelaksanakan pelayanan publilk berart
menpelenggarakan pemerintahan Kota
Semarang dengan  banman  dan
memanfatkan  teknologh  Informasi
dan teknologi (IT) Dalm evaluasi
implementasi e gavermnment uneuk
pelaksanakan pelayanan  publik  juga
melakukan transformasi sistem proses
kerja manual ke sistem yang berbasis
elaktronik. Sesuai dengan tujuan dan
fungsi  egovernment,  transformas
proses kerja dari siscem secara manual
seharusnya  terjadl  perubahan
yang disesuaikan untuk memungkinkan
berjalannya sistem  elekoronike secara
efektif dan optimal. Mamun demikian,
tudak semua proses kerjia  dapat
ditransformsi ke dalam  sistem
eleleronik  mengingat sifat dan jenis
pekerjaan yang rengharuskan
mengurakan sistem manual.

Perubahan  yang  diakibatkan
terjadinga  ransformasi siscem  dan
proses kerja  dari manual ke
elektronilc harus dikut juga dengan
perubahan pengelolaan yang lebih baik,
sehingga  proses  transisinga bisa
berjalan  lancar. Perubahan dalam
proses transisl dalam implementasi e
government dapat melipud
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I. Perubahan budaya kerja.
2, Perubahan proses |kera  (bisnis
proses).

3, S0P dan kebijakan politik.
4. Peraturan dan perundangan.
3. Leadership

Implementasi e-povermment untuk
pelayanan publik berdasarkan Inpres
Me. 3 Tahun 2003 memerdukan
beberapa  strategi., antara  lain
membangun B<ROVEIRMENT secara
sisternatik melalui tahapan yang realiscik
dan sasaran yang terukur, sehingga
mudah difabami dan ditkuti oleh semua
pihak. Berdasarkan Inpres Ma. 3 Tahun
2003, pengermbangan dan mplementasi

E-FOvErmment dapar  dilaksanakan
melalud 4 (empat) tinghkatan
{Sosiawan, 2008), yaitu :

Tingkat | - Persiapan, m eliputl

pembuatan  situs  informasi | disetiap
lembaga, penyiapan sumber daya
manusia (S50DM), penyimpan sarana
akses yang mudah misalnya warnet
dan lainnya,
Tingkat 2 - Pematangan, meliputi
pembuatan  situs  informas  publik
interaktif, dan pembuamn antar mula
keterhubungan dengan lembaga lain.
Tingkat 3 - Permantapan, rmeliput|
pembuatan situs transaksi pelayanan
publik, dan pembuatan interoperabilicas
aplikasi dan data dengan lembaga lain.
Tingkat 4 — Pemanfatan,  meliput
pembuatan  aplikasi  wncuk pelayanan
yang bersifat GG, G2B dan GIC yang
terintegrasi. Sebagai obyek layanan
G20 beroriencasi  layanan ke intra
kelembagaan pemerintah daerah, GIB
berorientasi layanan dikhususkan untuls
kalangan bisnis  dan  dunia  usaha,
sedangkan GIC berorientasi layanan
ditujukan untuk masyarakat urnum
Dalam penilaian uncuk sius web e
povernment,  unsur  terpencing - dari
campitan web di Interner  adalab sl
(content) dan desain yang baik serma
menarik,  Situs  web  harus  mampu
menampilkan apa yang diharapkan
oleh pengeuna. Desain web juga harus
memenuhi pErsyaratan-persyaramn
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minimal wntk isi. Selain isi minimal
pada situs web e-govermment
Pemerintah Kota Semarang [(Panduan
Penyelengaraan Situs VWeb Pemda dari
Kominfa), isl informasl lainnya vang
disajilkan pada situs web Pemerintah
Kota  Semarang dapat  diserahkan
sgpenuhnya kepada penanggungjawab
situs dan manajer situs web di setiap
SKPD, cerpantung pada  kondisi
setempar dan kesedizan dam serta
Infermasi yang dimiliki,

lsi  informasi  hinnya  yang
disediakan oleh setiap sious web SKPD
berisi tantang informasi wmum, khusus,
pendidilkan serta informasi perniagaan,
Dengan  demikian,  implementasl  e-
government Pemerintah Kota Semarang
telah  menunjukkan  bahwa  sebagian
besar SKPD memiliki motivasi guna
membangun  pood  govermonce  dalam
dunia  virtual  melalui  penyedizan
infermast  wang  lengkap  kepada
masyarakat, Mamun begitu mampaknya
masih ada beberapa situs web pada
SKPD Pemerintah Kota Semarang yang
belum memiliki kelengkapan informasi
umurm dan khusus.

Adarya dink informasi
tambahan dapat juga merupakan  media
vang tepat untuk  public relotions bagi
SKPD  yang  bersangkutan,  karena
dengan informasi tersebut
dimunghkinkan masyaralat akan
mengetahul  banyak  kemajuan  dan
eksistensi  Pemerintah Kota Semarang
yang akan  memicy munculma citra
dan opini yang positf.  Selain isi
minimal dan i kelengkapan
penempatan jumbh fnk informasi juga
menjadi  pertimbangan dalam tampilan
sious web Pemerintah Kota Semarang.
Jumilah fink informasi merujuk  pada
kelenglkapan  informast  yang  ddak
menumpuk  pada  halaman  muka
(wmepags) mamun disebarkan melalui
situs yang dimiliki, Semalkin bameak lnk,
maka akan  menunjukkan  bahwa
inforrmasi  yamg  tersedia semakin
lengkap, dan juga tingkatan fink dapat
merjuk  pada kemudahan  bagl
pengunjung untuk memasuki  website

lainmya yang berkaitan dengan informasi
yang berada dalam situs  website
Pemerintah Kota Semarang,

Aplikasi untuk mendukung
implementasi  e-povernment  Pemerineah
Kota Semarang dilakukan oleh masing-
masing SKPD dengan menggunakan Mk
yang berbeda.

Kerersediaan firk: yang
menghubungkan  plhalk  Pemerintakh
Kora Semarang dengan institusi atau
instansl  lain berkait  erat  dengan
kebutuhan dan kependngan masyarakat
merupakan  jalan  utama menuju

rercapainya  mhapan  hketga  atau
keempar dalam  pengembangan dan
Implemeantasi Sporermiment, Lk

hubungan yang di maksud meliput link
Government  fo Government  (G2G),
Covernment  to Business  [G2B),
Govermment to Consiamers (G1C).
Berdasarkan pada situs  web
semarangkotagold pada 29 Oktober
2014, jumlah SKPD yang ditempatkan
pada situs web semaranghotago.id
sebanyak 18 3SKPD, dengan jumlah
situs web SKPD yang dapat dizkses
sebanyak 16 SKPD, sedangkan 2 situs
SKPD tidak dapat diakses. Sesuai
Inpres Mo, 3 Tahun 2003,
pengembangan dan  implementasi e
governmment  untuk  setiap  situs web
SKPD  mavoritas  sudah  mencapal
cinghat 3 acau pemantapan, sedangkan
pada cingkat 4 atu  pemanfaatan,
sebanyak 11 SKPD yang memiliki
fasilicas wuntuk GIG, 3 SKPD untuk
G2B, dan 8 SKPD uncuk G2C.
Sebagian besar situs web pada
setap SKPD Kota Semarang telh
menyediakan  hubungan [ink  antara
Pemerintah Kota Semarang dengan
masyarakat sabagai obyek
pemerintahan,  phak  Institusl  yang
bergerak dalam bidang bisnis, serta
pihak  pemerintah dasrah  lainnya,
Mamun  hubungan  tersebut  masih
berbentule fink ke institusi yang masih
dalam lingkup internal Pemerintah
Kora Semarang dan hubungan vertikal
ke Pemerintah Pusat Belum dijumpal
situs  website Kora  Semarang

45




Analisis Implementasi E-Govermment

untulk Pelayanan Publik di Kota Semarang

(Mustafid, Aris Sugiharto)

membuat hubungan ke pemerintah
daerah lainnya,

K.etersediaan umpan balik melalu
e-mail atau short messapes sermce (SM3)
kepada pihak Pemerintah HKota
Semarang  dard  masyarakat  yang
ditujukan kepada pejabac di lingkungan
Pemerincah Kota Semarang
merupakan  penyediaan sarana  untuk
menyampaikan suatu  peErmincaan aau
keterangan  serta aspiras. Hal  |ni
bertujuan agar proses umpan balik dari
masyarakat berkaitan dengan keluhan,
saran atau permohonan dapat langsung
digerima atau di monitor oleh pejabat
wang terkaie

Pengembangan E-Government
untuk Pelayanan Publilc
Imiplementasi S povermment

Pemerintah K.om Semarang sebenarmya
sudah komplet dan maju. Sebagai salah
gatu yang menjadl parameter adalah
telah  bamyak aplikasi dan  sitem
Informasi yang menunjang pebksanaan
tugas kantor maupun pelayanan kepada
masyrakat yang dikelompokian
menjadi tiga sistem aplikasi besar, yaitu
penyelenggaraan pemerintahan, layanan
publile dan perijinan, sebagaimana pada
situs web semaranghotago.id. Mamun
vang menjadi masalah siscem Informasi
tersebut dimanfaackan oleh sejumlah
unit kerfa sesual dengan bidang tugasnya
masing-masing. Seandainys daca  dan
aplikasi-aplikasi rersebut saling
terhubung atau terincergrasi dengan
semua unit di 5KPD, maka akan menjadi
sangat  powerdfull  dalam  pelaksanaan
kegiatan administracf maupun layanan
publik berbasis e-povermment,

Untuk mengacasi adanya
kelemalan  dalam  pengelolaan &
govenment  untuk  pelayanan  pubdil,
diperlukan adanya sistem  informasi
terincegrasi atauy  Emterprise  Integration
{El}, sebagai konsep untuk membuac
setiap  aplikasi  yang  bekerp  pada
berbagai plotform berbeda dapat bekerja
sama, dan berhubungan 2uni
menghasilkan suatu kesatuan
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fungsionalitas, sehingga memunghkinkan
untule saling berbag informasl di dalam
lembagal unit maupun diluar lembagal
unie, Siseem ini juga melibackan berbagal
fungsional di dalam Pemerintah Kota,
maupun  hubungan  Pemerintah  Kota
dengan dengan pihak luar sepert dalam

G206, G2B maupun G2IC.

Lintuk  mengintegrasikan  sistem
informasi yang ada di Pemerintah Ko
Semarang dapat menggunakan
pendekatan bahwa integrasi  sistem
informasi dapat  dipandang  sebagal
integrasl lapisan  (fayerd yang proses
integrasinga  dapat  dilakukan  sesual
arsitektur berilout (Juric, dick, 2007},

I. Integrasi  dara.  Imtegrasi  ini
memusatlkan  adamya  perpindahan
data pada antar aplikasi dengan
tujuan  membagl data yang Sama
kepada beberapa aplikasi yang
berbeda. Integrasi pada level ini
merupakan ek awal darl proses
incegrasi. Dari suduc pandang ceknis,
integras daca relatdf sederhana dan
tidak memerlukan adanya perubahan
aplikasi. Masakh yang muncul adalah
adanya kompleksitas dan jumlah basis
data.

2. Imtegrasi aplilkash, Integrasi pada level
aplikasi menitikberatkan pada sharing
fungsionalitas logika bisnis, Integrasi
aplikasi dapar dilakukan dengan
menggunakan APl [ApBlication
Programming interfoces).

3. Integrasi proses bisnis. Integrasi
proses bisnis memungkinkan
dukungan  proses  bisnis  dalam
enterprize di mana solusi yang ada
merupakan bagian dari  langhkah
proses bisnis. Integrasi inl
mengekspose fungsionalitas  sebagai
abstraksi dari metode bisnis melalul
antar muka (interfoce).

4. Imegrasi presentasi. Integrasi
presentasi  menghasilkan  sistem
terintegrasi yang menyediakan lapisan
presentasi  yang menyatu  dimana
pengguna akan dapat mengakses
fungsionalitas dari sistem cerintegrasi,
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5 Integrasi B2B. 3Saat ini inoegrasi
aplikasi dalam Pemerinmh Kot
Semarang memer|ukan banyak fakeor
sesuai dengan kebutuhan, Terdapar
kebutuhan  yang  memungkinkan
integrasi ancar instansi yang sering
diacu  sebagai Busness to Buminess
(B2B) dimana syarat yang harus
dipenuhi untuk B2B yang efisien
adalah  sebuak  sistern  informasi
ENerprise  yang Cerintegrasi  pada
level proses bisnis,

6. Integrasi sistem pelaporan. Incegrasi
sistem pelaparan merupakan baglan
¥ang sangat penting dalam proses
integrasi, Sistem peliporan ada pada
seciap SKPD atau unit  pelayanan,
misalmya  siscem  kependudukan
sampal dengan tingkat keluraban,

Pemerintah Kota  Semarang
sebagal kota pemerintaban  memiliki
program-program kerja untuk
merealisasikan visl dan misi Pemerintah

Kotz Semarang sebagaimana yang sudah

diceapkan. Program-program kerja ini

dijalankan oleh berbagai SKPD yang
memiliki twgas dan fungsi yang berbeda-
beda. Mamun, kerja SKPD inl harus
selaras satu sama lain agar visi dan misi

Pemerimtah  Kota  Semarang  bisa

diwujudkan, Untuk menyelaraskan inl

diperlukan koordimsi dan  informasi,

Koordinasi mengatur  kerfasama  dan

pembagian kerja, sedangkan informasi

diperlukan agar program pembangunan
yang dijalankan bisa tepat sasaran.

Pertukaran data dan  informasl  juga

diperfukan untuk memantau jalannya

dan  tingkat keberhasilan  program-
program  pembangunan. Pemberbagian
infarmasi {informaotion sharing) akan bisa
dilakukan lebih cepat dan berjangkauan
luas bila suatu organisasi memanfaatan

T

Pencingnya daca dan informasi
dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan
pembangunan  membuat  Pemerintah

Kota Semarang membutuhkan scraegi

Tl yang terencana  dengan  baik,

Pemanfaaam  T1  yang  optmal

membutubkan koordinast lintas-SKPD,

karena TI digunakan untuk mendukung

tugas-tugas pokok pemerintah Kota, di
mana di dalamnya suamu SKPD bisa
bertugas melayani masyarakat ataupun
melayani sesama 5KPD. Karema itulah
perencanaan strategi T juga
membutuhkan kecerlibatan SKPD lain
Kondisi saat ini di Koea Semarang dalam
pengelolaan e-govermment belum ampak
adanya integrasi anmr SKPD. Hal ini
akan  mempengarubl  kewemngannya
dalam menjalznkan tugas-tugasnya.
Stravegi TI merupakan bentuk
pengkoordinasian di bidang
perencanaan.  Sekretariat Daerah
(5etda) dan Bappeda dapat membentuk
e yang bisa sebagal Government Chisf
of information Officer yang eerdirl dari
sejumiah  hkepala SKPD yang paling
banyak berkepentingan dengan
informasi, baik yang menggunakan
ataupun  yang menyedakan  informasi
rersebut. Bappeda dapat menganalisis
berdasarkan pekerjaan  masing-masing,
SKPD  mana  saja yang  paling
berkepentingan dengen dam. Misalnya
Kepabh  Kantor  Badan  Pelayanan
Perizinan  Terpadu (BPPT) Koo
Semarang menjadi salab satu angeota
Covernment Chief of information Officer,
karera data yang bisa dikumpulkan dari
kegiatan  periinan  bisa  dimanfaatian
oleh SKPD. lin, Bahkan SKFD lain juga
bisa turut mengusulkan butirbutir data
apa saja yang bisa dicambahkan untuk
diisi aleh masyarakat yang mengajulkan
ijin. K.epala dari beberapa 3KPD, seperti
Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan,
Pemudz dan Olahraga perlu turut serca
karem programe-program kerja mercka
jadi prioritas kebijakan Pemerintah Kot
Semarang. Selain itu K.epala
Dishubkominfo harus turut serta untuk
memberikan masukan potensi-potens
eeknelogl  informasl  yang  bisa
dimanfaatkan  oleh Pemerintah Ko
Semarang,
Govermment  Chief of  Infermation

Officer memiliki peran sebagai berikuc
I. Mencipmlan  sinergl yang  optimal

antara  proses-proses  pelayanan

publile dan administrasl pemerintahan
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dengan sistem-sistem informasi dan
aplikasi kormputer yang ada.
1 Merumuskan visi Tl yang diselaraskan
dengan visi dan twjuan crganisasi
3. Menglkomunikasikannya ke seluruh
stakeholders
4, Merencanakan  dan  menyiapkan
rancangan tatakelola TI (T
governance) yang akan menjadi basis
bagi manajemen aktivitas-akrivitas
berbasis Tl
5. Menjamin optimalitas pemanfaatan Ti
di erganisasi
Hasil kepurtusan dar Governmenst
Chiel of Informatien  Officer inl bisa
menjadi  dasar  pengembangan  dan
implementasi e-gaverment dalam
kerangka  sistern informasl,  dan
pEnentuan siapa yang harus
menyediakan  data  informasi. Dengan
demikian bisa dihindari adanya rumpang
tindih penyediaan dama, sehingga untuk
data tertentu cukup satu SKPD saja
yang menyediakan, sedangkan yang lain
tnggal  memanfaackannya.  Jlka  ada
kekurangan dalam hal data bisa diajulan
ke Government  Chisfl of  Information
Crficer untuk Mmengatasinya.
Berdasarakan strukeur dari CHO secara
rmasional, pada tinglkae Pemerintah Kota
perfu dicunjule CIO' pada masing-masing
SKPD yang akan membentulk Federasi
CIO Kom Semarang yang dipimpin oleh
zalah satu Kepala SKPD.

Kesimpulan

inplemencasi e-govemment untuk
pelayanan publik di Pemerintah Kot
Semarang menggunakan SitUs
semarangkotago.id sudah  baik  dam
maju. Salah satu parameternya adalah
telah  bamyak aplikasi  dan  sitem
informasl yang sesual untuk menunjang
pelaksanzan  tugas kantor maupun
pelayanan kepada masyarakat melalui
situs semaranggo.id, Kondisi sekarang
pengelolaan e-government uniuk
pelayaman publik masih belum maksimal
karena belum adanya unit kerja yang
mengkoordirmsikan untulk setiap SKPD
dalam pengelolaan e-povernment untuk
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menjalankan tugas dan fungsinya. dan
sejumlah unit kerja  lebih - mengarah
sesuai dengan bidamg tugasnya masing-
masing,

Untul: meninglathan pengelolaan
egovemment dalam rangka peninglatan
kinerja pelayanan publik di Pemeringah
Kom Semarang, disarankan
menggunakan integrasi sistam informasi
dan adanyz kelembagaan yang secara
khusus mengelola epovernment, Uinoulk
dapat melbkukan  integrasi  sistem
infarmasi  dalam  pengelolaan e
government, perlu adanya  perubahan
kelembagaan dalam SKPD yang dapat
mengkoordinasikan  pengeloban &
povernment pada semua SKPD.

Ferubahan kelembagaan  dalam
pengelolaan e-govermnment uneuk
pelayanan  publik,  diberikan dua
alcernatif sebagai bahan pertimbangan.
Permama kelambagaan SKPD  dalam
bentul dinas atau badan yang berperan
dalam penyusunan perencanaan  dan
operasional  strategl TIK, dan yang
kedua adalah menjadi bagian dari dinas
atau badan yang sudab ada suatu SKPD,
Dengan memperhatikan beban  fungsi
koordinasi ancar SKPD dan kerja yang
akan diermban, serta berdasarkan
pedoman  scruktur  organisasi  dari
Detiknas, maka disarankan agar semua
bidang atau wnit kerja TIK di bawah
SKPD Dhshubkominfo, sedangkan Uit
POE  Unic Hubungan Masyarakat
(Humas) dan Unit Sandi &
Telekonunikasi [Santel) dapat melebur
menjadi bidang di  bawah SKPD
Dishubkominfo (atau mama lain) Ko
Semarang.
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